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-------- Bahwa terdakwa AMAN Bin KADERIM (alm), pada waktu yang sudah

tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 sekitar

jam 06.00 wita atau setidak–tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai

dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dalam hal perbarengan

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu terhadap

saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pagi hari sekira pukul 06.00 wita di bulan Agustus tahun 2018 saat

saksi Fatimah masuk ke kamar orang tuanya dengan maksud untuk

membersihkan kamar tersebut, dimana di dalam kamar ada bapak tirinya yaitu

terdakwa Aman yang sedang tidur. Saat saksi korban membersihkan kamar di

dekat kasur terdakwa Aman langsung langsung bangun dari tempat tidur

kemudian meraba-raba bagian payudara saksi korban kemudian mengelus-elus

bagian vagina saksi korban. Terdakwa Aman kemudian menarik tangan sebelah

kanan saksi korban dan mengarahkan ke penis terdakwa untuk melakukan onani

terhadap penis terdakwa dimana pada saat itu terdakwa Aman telah melepaskan

celana dalam yang semula dipakainya. Kemudian terdakwa Aman menyuruh

saksi korban untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas kasur. Saksi

korban sempat menolak dengan mengatakan “jangan” namun terdakwa Aman

mengatakan “tidak apa-apa” kemudian terdakwa memegang kepala saksi korban

sambil mengancam saksi korban denganmengatakan “kalau tidak mau ibumu aku

cerai” yang membuat saksi korban ketakutan akibat trauma karena sebelumnya

terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban ke dinding saat menolak

ajakan berhubungan intim dengan terdakwa sehingga saksi korban menuruti

terdakwa.Terdakwa kemudian langsung memasukkan batang penisnya ke lubang

vagina saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5

(lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;

- Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 06.00 wita saat terdakwa
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melihat saksi korban masuk ke dalam kamarnya kemudian terdakwa
mengikuti masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar terdakwa Aman
langsung meraba-raba bagian payudara saksi korban dan menyuruh
saksi korban melepaskan seluruh pakaiannya. Saksi korban tidak berani
melawan karena terdakwa marah-marah dan mengancam anak
menceraikan ibunya bila tidak menuruti perkataan terdakwa. Kemudian
terdakwa menyuruh saksi korban berbaring terlentang di atas kasur
kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang telah
menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian menggerakkan maju
mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan
sperma di dalam vagina saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban sebagaimana

tertuang dalam Visum et refertum Nomor : 445/017/BLUD RSUD-BLG/ 2019

tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.ArisBudianto, SPOG, dengan

kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Ultrasonografi pasien dinyatakan sedang hamil;
2. Kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik;
3. Usia kehamilan korban kurang lebih tiga puluh dua minggu (kuranglebih
delapan bulan)

------------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 285 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
atau

Kedua :

-------- Bahwa terdakwa AMAN Bin KADERIM (alm), pada waktu yang sudah

tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 sekitar

jam 06.00 wita atau setidak–tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai

dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam hal

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, yaitu terhadap

saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 48/Pid.B/2019/ PN Prn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Halaman 9Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada pagi hari sekira pukul 06.00 wita di bulan Agustus tahun 2018 saat

saksi korban masuk ke kamar orang tuanya dengan maksud untuk membersihkan

kamar tersebut, dimana di dalam kamar ada bapak tirinya yaitu terdakwa Aman

yang sedang tidur. Saat saksi korban membersihkan kamar di dekat kasur

terdakwa Aman langsung langsung bangun dari tempat tidur kemudian meraba-

raba bagian payudara saksi korban kemudian mengelus-elus bagian vagina saksi

korban. Terdakwa Aman kemudian menarik tangan sebelah kanan saksi korban

dan mengarahkan ke penis terdakwa untuk melakukan onani terhadap penis

terdakwa dimana pada saat itu terdakwa Aman telah melepaskan celana dalam

yang semula dipakainya. Kemudian terdakwa Aman menyuruh saksi korban

untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas kasur. Saksi korban sempat

menolak dengan mengatakan “jangan” namun terdakwa Aman mengatakan

“tidak apa-apa” kemudian terdakwa memegang kepala saksi korban sambil

mengancam saksi korban denganmengatakan “kalau tidak mau ibumu aku cerai”

yang membuat saksi korban ketakutan akibat trauma karena sebelumnya

terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban ke dinding saat menolak

ajakan berhubungan intim dengan terdakwa sehingga saksi korban menuruti

terdakwa.Terdakwa kemudian langsung memasukkan batang penisnya ke lubang

vagina saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5

(lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;

- Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 06.00 wita saat terdakwa melihat saksi

korban masuk ke dalam kamarnya kemudian terdakwamengikuti masuk ke dalam

kamar. Di dalam kamar terdakwa Aman langsung meraba-raba bagian payudara

saksi korban dan menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaiannya. Saksi

korban tidak berani melawan karena terdakwa marah-marah dan mengancam

akan menceraikan ibunya bila tidak menuruti perkataan terdakwa. Kemudian

terdakwa menyuruh saksi korban berbaring terlentang di atas kasur kemudian

terdakwa langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina

saksi korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima)

menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban sebagaimana

tertuang dalam Visum et refertum Nomor : 445/017/BLUD
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RSUD-BLG/ 2019 tanggal 30April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris
Budianto, SPOG, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil Ultrasonografi pasien dinyatakan sedang hamil;
2. Kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik;
3. Usia kehamilan korban kurang lebih tiga puluh dua minggu (kurang lebih
delapan bulan)

------------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah

persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan bapak tiri Saksi terhadap

Saksi;

- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, ibu Saksi dan adik tiri Saksi;

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi

ingat lagi pada bulan Agustus 2018 dan bulan April 2018 sekira pukul

06.00WITA di rumah saksi di Kabupaten Balangan;
- Bahwa awal mulanya pada saat Saksi masuk ke dalam kamar orang tua Saksi untuk

membersihkan kamar, dan Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar,

kemudian saat Saksi membersihkan di dekat kasur Terdakwaterbangun dan langsung

meraba-raba payudara Saksi dan mengelus-elus vagina Saksi serta tangan kanan Saksi

ditarik dan diarahkan ke penis Terdakwa untuk mengonani penis Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada menolak dengan mengatakan ”jangan” namun Terdakwa memaksa

dan mengatakan ”tidak apa-apa”;

- Bahwa Saksi diancam dengan perkataan ”kalau tidak mau ibumu aku cerai”
sehinggaSaksi takut danmenuruti perkataanTerdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menyuruh melepaskan pakaian Saksi dan menyuruh Saksi untuk

berbaring terlentangdikasur ;

- Bahwa Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan selama

kurang lebih 5 (lima) menit melakukan gerakan maju mundur sehinggamengeluarkan

spermadidalamvaginaSaksi;
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- Bahwa saat itu Saksi menggunakan pakaian Baju Warna Putih motif bunga, Celana

dalamwarnahijau, Sarungbatik tulis, dan Brawarnahitam ;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti adalah yang Saksi pakai pada saat disetubuhi

Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April 2019 pada hari dan tanggal yang Saksi lupa Terdakwakembali

menyetubuhi Saksi dengan cara saat Saksi masuk ke kamar kemudianterdakwamengikuti

dan di dalam kamar terdakwa langsung meraba-raba payudaraSaksi kemudian langsung

menyuruh Saksi untuk melepaskan semua pakaian Saksi. Setelah itu Terdakwa

menyuruh Saksi berbaring dalam posisi terlentang kemudian langsung memasukkan

penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam vagina Saksi dan melakukan

gerakan maju mundur selama kurang lebih5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di

dalamvaginaSaksi ;

- Bahwa Saksi tidak berani menolak karena kalau tidak dituruti Terdakwa akan marah

danselalumengancamakanmenceraikan ibuSaksi;

- Bahwa Saksi merasa ketakutan dan trauma, sebelumnya pada saat Saksi masihkelas V SD

Terdakwa pernah membenturkan kepala Saksi karena menolak diajakbersetubuh dengan

Terdakwa;

- Bahwa Saksi disetubuhi Terdakwa setiap pagi hari sekira pukul 06.00 WITA saat ibuSaksi

sudahberangkatmenorehkaret;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi hamil dan melahirkan seorang anak

laki-laki;

- Bahwa Saksi ada disuruh minum jamu oleh Terdakwa karena tidak kunjung dapat

menstruasi;

- Bahwa ibu Saksi tidak curiga karena setiap bertanya dijawab Terdakwa bahwa perut

Saksiyangmembesardikarenakanpenyakit;

- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa terbongkar karena masyarakat curiga dengan perut

Terdakwa yang membesar lalu ibu Saksi melaporkan ke Polisi kemudianSaksi diperiksa

ke bidan dan ketahuan kalau hamil lalu ibu Saksi menanyakan ke Saksi siapa yang

melakukandanSaksimenjawabTerdakwa;

- BahwaSaksi tidakpernahmeninggalkan rumah, tidakpunyapacar atau teman laki- laki;

- Bahwa pada saat di rumahTerdakwa sehari-hari hanyamengenakan celana dalamsaja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada

yang tidak benar dan keberatan mengenai mengancam kepada Saksi korban untuk

menceraikan isteri Terdakwa dan membenturkan kepala Saksi ke dinding, Terdakwa

tidak pernah melakukan hal tersebut;
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2. Ibu Korban (isteri Terdakwa) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara

persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi terhadap saksi

korban yang merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui anak Terdakwa hamil dari warga yang curiga karena perut

saksi korban makin membesar karena hamil lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut

ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah curiga karena Terdakwa pernah mengatakan

kepada Saksi bahwa perut saksi korban membesar karena penyakit guna-guna yang

dikirimkan oleh orang;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada saksi korban mengenai masa haid yang

bersamaan dengan Saksi, dan dijawab oleh saksi korban belum haid dan meminta

tolong untuk diminumi jamu namun setelah minum jamu tidak kunjung haid;

- Bahwa Saksi mengetahui saksi korban tidak kunjung hamil Saksi berniat untuk

memeriksakan keadaan saksi korban ke dokter namun dihalangi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah melaporkan kepada Polisi Saksi baru mengetahui anak Saksi yaitu

saksi korban hamil dari petugas polisi yang memeriksa dan pada saat itu kandungan

saksi korban sudahberusia 8(delapan)bulan;

- Bahwa setelah ketahuan hamil, Saksi ada bertanya siapa yang telah menghamilidan hanya

dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban bermimpi disetubuhiorang alamgaib;

- Bahwa akibat persetubuhan terdakwa dengan saksi korban, saksi korban hamil dan

melahirkan anak laki-laki;

- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh anak Saksi yaitu anak saksi bahwa Terdakwa sering

bersamadengan saksi korban di dalamkamar;

- Bahwa setahu Saksi selama ini saksi korban tidak memiliki teman atau pacar dan saksi

korban tidakpernahpergi keluar rumahuntukbermain atau bekerja;

- Bahwa pengakuan dari saksi korban bahwa saksi korban selalu diancam agar mau

diajak berhubungan badan;

- Bahwa pada saat di rumahTerdakwa sehari-hari hanyamengenakan celana dalamsaja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada

yang tidak benar dan keberatan mengenai mengancam saksikorban karena Terdakwa

tidak pernah mengancam;
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3. Anak Saksi (anak Terdakwa) didampingi ibu kandungnya dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah

persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Saksi

terhadap saksi korban yang merupakan kakak tiri Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut saat dilakukan pemeriksaan di Kantor

Polisi;

- Bahwa Anak Saksi setiap pagi hari sekira pukul 06.00 WITA melihat terdakwa

bersama kakak anak saksi yaitu saksi korban berada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat langsung saksi korban dan terdakwa

melakukan persetubuhan namun Terdakwa sering melihat saksi korban masuk ke

dalam kamar orang tuaAnak Saksi dengan menggunakan sarung;

- Bahwa Anak Saksi pernah menanyakan kepada saksi korban sedang apa di dalam

kamar orang tua Anak Saksi dan dijawab saksi korban bahwa akan membangunkan

terdakwa yang merupakan bapak Anak Saksi dan saksi korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar suara apapun dari dalam kamar pada saat

terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar;

- Bahwa biasanya setelah masuk ke dalam kamar orang tua Anak Saksi setelah 5 menit

kemudian Anak Saksi melihat saksi korban dan terdakwa keluar kamar menuju ke

kamar mandi, Anak Saksi mendengar bunyi air seperti orang sedang cebok;

- Anak Saksi pernah bercerita kepada ibu Anak Saksi bahwa saksi korban pernah masuk

ke dalam kamar ibu kemudian ibu terlihat memarahi saksi korban;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa di dalam rumah seringkali tidak memakai

pakaian dan hanya mengenakan celana dalam saja;

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa berdua di dalam kamar pada pagi hari sajasaat ibu

Anak Saksi tidak ada di rumah sedangkan pada saat malam hari atau siang hari saksi

korban tidakmasukke kamarorang tua saksi;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak

Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang merupakan

anak tiri Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustustahun 2018 di rumah

Terdakwa di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada pagi hari sekira pukul 06.00 WITA, saksi korban masuk ke

dalam kamar dengan maksud untuk membersihkan kamar dekat kasur Terdakwa

langsung bangun dari tempat tidur kemudian meraba-raba bagian payudara saksi

korban kemudian mengelus-elus bagian vagina saksi korban, kemudian Terdakwa

menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan mengarahkan ke penis Terdakwa

untuk melakukan onani terhadap penis Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi

korban untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas kasur;

- Bahwa saksi korban sempat menolak dengan mengatakan “jangan” namun Terdakwa

mengatakan “tidak apa-apa” kemudian Terdakwa memegang kepala saksi korban

sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan “kalau tidak mau ibumu aku

cerai” yang membuat saksi korban ketakutan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membenturkan kepala saksi korban ke dinding saat

menolak ajakan berhubungan intim dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi korban menuruti apa kata Terdakwa kemudian Terdakwa langsung

memasukkan batang penisnya ke lubang vagina saksi korban dan melakukan gerakan

maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di

dalam vagina saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban agar mau melakukan

hubungan intim dengan Terdakwa;

- Bahwa pada April 2019 di tanggal dan hari Terdakwa tidak ingat lagi, saat Terdakwa

melihat saksi korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengikuti saksi

korban dan di dalam kamar Terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban

dan langsung menyuruh saksi korban membuka seluruh pakaiannya dan saat penis

Terdakwa menegang langsung memasukkan ke dalam vagina saksi korban dan

melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai

mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban;

- Bahwa saksi korban selalu menuruti setiap diajak berhubungan intim dengan

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban untuk dibawa ke dokter,

setelah istri Terdakwa mengetahui perut saksi korban makin membesar karena hamil

dengan alasan Terdakwa tidak memiliki biaya;
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- Bahwa Terdakwa mengatakan perut saksi korban yang makin membesarkarena

hamil adalah karena suatu penyakit;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sejak saksi korban kelas V SD;
- Bahwa Terdakwa serumah dengan saksi korban dan saksi korban adalahanak tiri

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban saat istri Terdakwa sedangmenorah

karet di kebun;

- Bahwa kebiasaan Terdakwa sehari-harinya di dalam rumah hanya

mengenakan celana dalam saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan/dibacakan bukti suratberupa:
- Visum et refertum Nomor : 445/017/BLUD RSUD-BLG/ 2019 tanggal 30 April 2019

yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto, SPOG atas nama saksi korban, dengan

kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Ultrasonografi pasien dinyatakan sedang hamil;
2. Kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik;

3. Usia kehamilan korban kurang lebih tiga puluh dua minggu (kuranglebih

delapan bulan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1(satu) lembarBajuWarnaPutihmotif bungamilik saksi korban;

- 1(satu) lembarCelanadalamwarna hijaumilik saksi korban;

- 1(satu) lembarSarungbatik tulismilik saksi korban;

- 1(satu) lembarBrawarnahitammilik saksi korban;
Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan
baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk
memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan

Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 di Kabupaten Balangan
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Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak tiri
Terdakwa;

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2018 pukul 06.00 WITA saat saksi korban

masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan maksud untuk membersihkan kamar

tersebut, Terdakwa yang masih tidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun dan

langsung meraba-raba payudara dan menciumi saksi korban sambil meraba-raba

vagina saksi korban Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban dan

mengarahkannya ke penis Terdakwauntuk melakukan onani. Selanjutnya Terdakwa

menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan

berbaring terlentang di atas kasur namun saksi korban menolak dengan mengatakan

“jangan” yangdjawab Terdakwa “tidak apa-apa, kalau tidak mau ibumu aku cerai”

sambil memegangi kepala saksi korban sehingga membuat saksi korban ketakutan

karena sebelumnya Terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban saat

menolak diajak berhubungan badan sehingga membuat saksi korban menuruti

perkataan Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung memasukkan penisnya yang

telah menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan maju

mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam

vagina saksi korban;

- Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan

mengancam akan menceraikan ibu saksi korban apabila tidak mau diajak

berhubungan badan sehingga saksi korban menuruti perkataan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah dilakukan semenjak

saksi korban kelas V Sekolah Dasar, perbuatan tersebut dilakukan pada saat isteri

Terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi korban sudah berangkat menorah

karet sekira pukul 06.00WITA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/017/BLUD RSUD- BLG/ 2019 tanggal 30

April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto, Sp.OG atas nama saksi

korban dan untuk saat ini saksi korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;

- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena

perkawinan (saksi korban adalah anak tiri Terdakwa) dan Terdakwa dan saksi

korban tinggal atau menetap dalam rumah yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
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Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan :
Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

AtauKedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal
65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim
dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat
(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal

8 huruf a;

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek
hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa AMAN Bin KADERIM
(Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang
berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas
terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm) tidak di sangkal kebenarannya oleh
terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm) sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga
tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari terdakwa AMAN Bin
KADERIM (Alm) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
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Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa AMAN Bin KADERIM
(Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan
dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;
Ad.2 Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 huruf a;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual sebagaimana Pasal 8 huruf a
adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” menurut R.
Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan
sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada waku yang sudah tidak dapat ditentukan lagi
sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 di Kabupaten
Balangan terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak tiri
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal sekira bulan Agustus 2018 pukul 06.00 WITA
saat saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan maksud untuk
membersihkan kamar tersebut, Terdakwa yang masih tidur di dalam kamar tiba-
tiba terbangun dan langsung meraba-raba payudara dan menciumi saksi korban
sambil meraba-raba vagina saksi korban. Terdakwa kemudian menarik tangan
saksi korban dan mengarahkannya ke penis Terdakwa untuk melakukan onani.
Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaian yang
dikenakannya dan berbaring terlentang di atas kasur namun saksi korban
menolak dengan mengatakan “jangan” yang djawab Terdakwa “tidak apa-apa,
kalau tidak mau ibumu aku cerai” sambil memegangi kepala saksi korban
sehingga membuat saksi korban ketakutan karena sebelumnya Terdakwa
pernah membenturkan kepala saksi korban saat menolak diajak berhubungan
badan sehingga membuat saksi korban menuruti perkataan Terdakwa.
Terdakwa kemudian langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke
dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan maju mundur selama
kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi
korban. Pada bulan April 2019 Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban
dengan mengancam akan menceraikan ibu saksi korban apabila tidak mau
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diajak berhubungan badan sehingga saksi korban menuruti perkataan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah
dilakukan semenjak saksi korban kelas V Sekolah Dasar, perbuatan tersebut
dilakukan pada saat isteri Terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi korban
sudah berangkat menoreh karet sekira pukul 06.00WITA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban) menjadi
hamil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/017/BLUD RSUD-
BLG/ 2019 tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto,
Sp.OG atas nama saksi korban dan untuk saat ini saksi korban telah melahirkan
seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan yang
dilakukan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara meraba-raba
payudara dan menciumi saksi korban sambil meraba-raba vagina saksi korban.
Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban dan mengarahkannya ke
penis Terdakwa untuk melakukan onani. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi
korban untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan berbaring terlentang
di atas kasur kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang telah
menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan maju
mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di
dalam vagina saksi korban, dimana saksi korban sebelumnya menolak akan
tetapi diancam oleh Terdakwa akan menceraikan ibu saksi korban sehingga
dalam hal ini Terdakwa telah memaksa saksi korban melakukan hubungan
seksual;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah

tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai

anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang

bersangkutan.
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Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,
telah terbukti pada saat kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa
mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan (saksi korban adalah anak
tiri Terdakwa) dan Terdakwa dan saksi korban tinggal atau menetap dalam
rumah yang sama, sehingga dalam hal ini Terdakwa melakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis
Hakim berpendapat unsur pemaksaan melakukan hubungan seksual yang
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang
merupakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a
telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan
beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan tanpa menyebutkan tindak
pidana itu sejenis atau tidak sejenis hanya ancaman pidana pokoknya yang
sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapanak tiri Terdakwa yaitu saksi korban yang mana dilakukan oleh Terdakwa
pertama kali saat saksi korban masih kelas V Sekolah Dasar kemudian
Terdakwa lanjutkan sampai saksi Fatimah dewasa, dan saat melakukan
persetubuhan dengan saksi korban dalam kurun waktu sekitar bulan Agustus
2018 menyebabkan saksi korban hamil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan
beberapa tindak pidana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi,
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1(satu) lembarBajuWarnaPutihmotif bungamilik saksi korban;
- 1(satu) lembarCelanadalamwarna hijaumilik saksi korban;
- 1(satu) lembarSarungbatik tulismilik saksi korban;
- 1(satu) lembarBrawarnahitammilik saksi korban;

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama maupun norma social dan

mengacaukan silsilah keluarga karena saksi korban menjadi hamil dan melahirkan

anak laki-laki;

- Terdakwa sebagai bapak tiri seharusnya bisa mengayomi saksi korban bukan

merusak masa depan saksi korban;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan terhadap

saksi korban karena dilakukan sejak kelas V SD di saat alat kelamin saksi korban

belum siap melakukan segala kegiatan seksual;

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat
mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu
dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan
menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering
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dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah
untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat
eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.
Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.

36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah);

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam

pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan

bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-

wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula

pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap

diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan

pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi

apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera

pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar

tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa Terdakwa telah memohon keringanan pidana, dengan alasansebagaimana

tersebut dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk
membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar
seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap
masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu
yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (speciale preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki
orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik
sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir)
Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun
meringankan pada diri Terdakwa dan variable-variabel penjatuhan pidana serta
memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa
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dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara adalah cukup ringan karena
Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan saksi korban serta dapat
menimbulkan trauma psikis seumur hidup bagi saksi korban dan perbuatan
Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan berulang-ulang sehingga
untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila
terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo
pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa AMAN bin KADERIM (Alm) tersebut diatas, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan

perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, beberapa kali”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 12 (dua belas) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembarCelanadalamwarnahijaumilik saksi korban;

- 1(satu) lembarSarungbatik tulismilik saksi korban;

- 1(satu) lembarBrawarnahitammilik saksi korban;maka

dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh LIS
SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMAWARDANA,
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S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ILYASIN, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri
oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H. , Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H. LIS SUSILOWATI, S.H., M.H,

RAYSHA, S.H.
Panitera Pengganti,

ILYASIN, S.H.
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